PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pemuda Km. 5,5 & (0513) 21732 Fax (0513) 21732
KUALA KAPUAS
KODE POS 73515

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR: 028/ 17 / PASDA / 2016

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
EKS. KAYU BONGKARAN SMAN 1 KAPUAS, EKS. BANGUNAN DIREKSI KET, EKS.
DERMAGA KECAMATAN PULAU PETAK, KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN
PERALATAN RUMAH TANGGA RUMAH DINAS YANG TELAH DIJUAL DENGAN
CARA LELANG UMUM TAHUN ANGGARAN 2016

SEKRETARIS DAERAH,

Menimbang : a bahwa Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas
berupa Eks. Kayu Bongkaran SMAN 1 Kapuas, Eks. Bangunan
Direksi Ket, Eks. Dermaga Kecamatan Pulau Petak, Kendaraan
Dinas Operasional dan Peralatan Rumah Tangga Rumah Dinas
yang akan dihapus dari Daftar Buku Inventaris Barang Milik
Daerah telah dijual dan dilepaskan haknya berdasarkan
Keputusan Bupati Kapuas Nomor 211 /PASDA TAHUN 2016
tentang Penjualan dan Pelepasan Hak Pemerintah Kabupaten
Kapuas Atas Eks. Kayu Bongkaran SMAN 1 Kapuas, FEks.
Bangunan Direksi Ket, Eks. Dermmaga Kecamatan Pulau Petak,
Kendaraan Dinas Operasional dan Peralatan Rumah Tangga
Rumah Dinas;

b. bahwa sehubungan telah dijualnya dan sudah dilepaskan
haknya dari Pemerintah Kabupaten Kapuas selanjutnya perlu
dilakukan penghapusan terhadap barang tersebut pada Daftar
Buku Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan Huruf b perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik
Pemerintah Kabupaten Kapuas Eks. Kayu Bongkaran SMAN 1
Kapuas, Eks. Bangunan Direksi Ket, Eks. Dermaga Kecamatan
Pulau Petak, Kendaraan Dinas Operasional dan Peralatan
Rumah tangga Rumah Dinas yang Telah Dijual Dengan Cara
Lelang Umum Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penctapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan . Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan -

Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik-
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);



\-b,/lemperhatikan:

10.

11.

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri-Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang ~Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2006 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran
Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kapuas Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daecrah Kabupaten
Kapuas Tahun 2015 Nomor 7);

Peraturan Bupati Kapuas Nomor 37 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016.

Surat Bupati Kapuas Nomor 028/933/PASDA/VI/2015 tanggal
3 Juni 2015 tentang Persetujuan Pemusnahan dan
Pemindahtanganan Barang Inventaris Milik Pemerintah
Kabupaten Kapuas.

Surat Bupati Kapuas Nomor 028/1767/ PASDA/XI1/2015
tanggal 23 Nopember 2015 tentang Persetujuan Pemusnahan
dan Pemindahtanganan Barang Inventaris Milik Pemerintah
Kabupaten Kapuas. '

Keputusan Bupati Kapuas Nomor 211/PASDA TAHUN 2016
tanggal 28 Maret 2016 tentang Penjualan dan Pelepasan Hak

Pemerintah Kabupaten Kapuas Atas Eks. Kayu Bongkaran

SMAN 1 Kapuas, Eks. Bangunan Direksi Ket, Eks. Dermaga
Kecamatan Pulau Petak, Kendaraan Dinas Operasional dan
Peralatan Rumah Tangga Rumah Dinas Barang Inventaris Milik
Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016.



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan disampa

MEMUTUSKAN :

Menghapus Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas
Eks. Kayu Bengkaran SMAN 1 Kapuas, Eks. Bangunan Direksi Ket,
Eks. Dermaga Kecamatan Pulau Petak, Kendaraan Dinas
Operasional dan Peralatan Rumah Tangga Rumah Dinas yang Telah
Dijual Dengan Cara Lelang Umum Tahun Anggaran 2016
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pengurus atau Penyimpan Barang dapat segera melakukan
penghapusan administrasi pada Aplikasi SIMDA-BMD sesuai dengan
daftar penghapusan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 4 April 2016

ikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
2. Inspektur Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.

3. Kepala Bagian K
di Kuala Kapuas
a. Arsip .

euangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas
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PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pemudz Km.5,5 ® (0513) 21732 Fax (0513) 21732
KUALA KAPUAS

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 028/ 17 / PASDA / 2016
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

EKS. KAYU BONGKARAN SMAN 1 KAPUAS, EKS. BANGUNAN DIREKS] KET, EKS.

DERMAGA KECAMATAN PULAU PETAK, KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN
PERALATAN RUMAH TANGGA RUMAH DINAS YANG TELAH DIJUAL DENGAN

Menimbang

Mengingat

CARA LELANG UMUM TAHUN ANGGARAN 2016

SEKRETARIS DAERAH,

a bahwa Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas

berupa Eks. Kayu Bongkaran SMAN 1 Kapuas, Eks. Bangunan
Direksi Ket, Eks. Dermaga Kecamatan Pulau Petak, Kendaraan
Dinas Operasional dan Peralatan Rumah Tangga Rumah Dinas
yang akan dihapus dari Daftar Buku Inventaris Barang Milik
Daerah telah dijual dan dilepaskan haknya berdasarkan
Keputusan Bupati Kapuas Nomor 211/PASDA TAHUN 2016
tentang Penjualan dan Pelepasan Hak Pemerintah Kabupaten
Kapuas Atas Eks. Kayu Bongkaran SMAN 1 Kapuas, FEks.
Bangunan Direksi Ket, Eks. Dermaga Kecamatan Pulau Petak,
Kendaraan Dinas Operasional dan Peralatan Rumah Tangga
Rumah Dinas;

. bahwa sehubungan telah dijualnya dan sudah dilepaskan

haknya dari Pemerintah Kabupaten Kapuas sclanjutnya perlu
dilakukan penghapusan terhadap barang tersebut pada Daftar
Buku Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik
Pemerintah Kabuputen Kapuas Eks. Kayu Bongkaran SMAN 1
Kapuas, Eks. Bangunan Direksi Ket, Eks. Dermaga Kecamatan
Pulau Petak, Kendaraan Dinas Operasional dan Peralatan
Rumah tangga Rumah Dinas yang Telah Dijual Dengan Cara
Lelang Umum Tahun Anggaran 2016.

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penctapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan . Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntul«:a}br};_‘ ’
Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik-

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

KODE POS 73515

g



\,b/lempt:rhatikan:

10.

11.

(2)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679):

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri.-Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang = Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2006 Nomor 6);

Peraturan Daerah’ Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran
Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kapuas Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Dacrah Kabupaten
Kapuas Tahun 2015 Nomor 7);

Peraturan Bupati Kapuas Nomor 37 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016.

. Surat Bupati Kapuas Nomor 028/933/PASDA/VI/2015 tanggal

3 Juni 2015 tentang Persetujuan Pemusnahan dan
Pemindahtanganan Barang Inventaris Milik Pemerintah
Kabupaten Kapuas. »
Surat Bupati Kapuas Nomor 028/1767/PASDA/XII/2015
tanggal 23 Nopember 2015 tentang Persetujuan Pemusnahan
dan Pemindahtanganan Barang Inventaris Milik Pemerintah
Kabupaten Kapuas. ' v
Keputusan Bupati Kapuas Nomor 211/PASDA TAHUN 2016
tanggal 28 Maret 2016 tentang Penjualan dan Pelepasan Hak

Pemerintah Kabupaten Kapuas Atas Eks. Kayu Bongkaran

SMAN 1 Kapuas, Eks. Bangunan Direksi Ket, Eks. Dermaga
Kecamatan Pulau Petak, Kendaraan Dinas Operasional dan
Peralatan Rumah Tangga Rumah Dinas Barang Inventaris Milik
Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016.



>t

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan disampa

MEMUTUSKAN :

Menghapus Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas
Eks. Kayu Bengkaran SMAN 1 Kapuas, Eks. Bangunan Direksi Ket,
Eks. Dermaga Kecamatan Pulau Petak, Kendaraan Dinas
Operasional dan Peralatan Rumah Tangga Rumah Dinas yang Telah
Dijual Dengan Cara Lelang Umum Tahun Anggaran 2016
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pengurus atau Penyimpan Barang dapat segera melakukan
penghapusarn administrasi pada Aplikasi SIMDA-BMD sesuai dengan
daftar penghapusan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 4 April 2016

ikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
2. Inspektur Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.

3. Kepala Bagian K
di Kuala Kapuas
4. Arsip |

euangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas
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